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Abstract
Received: 3 Oktober 2024 Prinsip dari Persetujuan Tindakan Medik atau Kedokteran adalah pasien
Revised: 14 Oktober 2024  atau keluarga harus memberikan persetujuan. Sebelum meminta

Accepted: 29 Oktober 2024  persetujuan, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan
menyeluruh mengenai tindakan medis. Menurut Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan
Tindakan Medik, Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa persetujuan tindakan
medis atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh
pasien atau keluarga terdekat setelah mereka diberikan penjelasan secara
lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan
dilakukan terhadap pasien. Tujuan penelitian ini, yakni: pertama untuk
mengetahui persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik pada
klinik dokter gigi di Kota Pekanbaru. Kedua,untuk mengetahui akibat
hukum tidak dilaksanakan persetujuan tindakan medis di Kota Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan
langsung di lapangan, mengumpulkan data melalui wawancara, kuesiober,
dan studi pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk menghasilkan
data deskriptif, dan kesimpulannya diambil dengan pendekatan berpikir
deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, pertama persetujuan
tindakan medis dalam perjanjian terapeutik di klinik gigi kota Pekanbaru
terdapat 2 (dua) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persetujuan
tindakan medis 1) Proses memberikan penjelasan; dan 2) Proses
pengambilan keputusan. Di klinik gigi Kota Pekanbaru Belum terlaksana
dengan baik karena pasien tidak diberikan hak untuk memutuskan
persetujuan atau penolakan untuk tindakan kepada dirinya. Kurangnya
dalam penyampaian informasi kepada pasien tentang perawatan gigi
dapat berakibat merugikan pasien tersebut. Kedua akibat hukum tidak
adanya persetujuan tindakan medis dapat dikenakan sanksi berupa pasien
yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan secara hukum, pencabutan
kewenangan dokter untuk melakukan praktek jasa gigi.
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PENDAHULUAN

Ketika seorang pasien mengunjungi dokter dan mengungkapkan
keluhannya, serta dokter bersedia mendengarkan dan membantu, itu menciptakan
hubungan hukum antara keduanya. Kedatangan pasien ke praktik dokter dapat
dianggap sebagai tawaran untuk meminta bantuan dalam mengatasi masalah
kesehatannya. Dokter akan memberikan layanan medis yang mencakup diagnosis
dan pengobatan. Hubungan ini dapat dianggap sebagai transaksi hukum, dikenal
dengan perjanjian dalam konteks hukum perdata, atau dalam konteks pelayanan
kesehatan dikenal sebagai “perjanjian terapeutik™ atau transaksi terapeutik.
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Secara hukum, hubungan antara dokter dan pasien timbul berdasarkan dua
hal, yaitu perjanjian (ius contractual) atau dikenal sebagai transaksi terapeutik
atau perjanjian terapeutik, hubungan ini bersifat personal antara dokter dan pasien
karena didasarkan pada kepercayaan; dan Undang-Undang (zaakwarneming).
Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan yang dibuat antara dokter dan pasien,
berupa hubungan hukum yang menciptakan kewajiban dan hak bagi kedua belah
pihak dalam perihal perawatan kesehatan.

Sebelum dokter melakukan perjanjian dengan pasiennya, dokter harus
terlebih dahulu menjelaskan mengenai kondisi penyakit yang diderita oleh pasien,
sehingga tercipta komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien yang
menghasilkan kesepakatan antar dua pihak komunikasi ini sangat penting dalam
perjanjian terapeutik.

Setiap tindakan medis atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh
dokter terhadap pasien harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 45 ayat (1)
menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi wajib meminta persetujuan dari pasien
sebelum melakukan tindakan; ayat (2) bahwa persetujuan tersebut diberikan
setelah pasien menerima penjelasan yang lengkap; ayat (3) menjelaskan bahwa
penjelasan minimal mencakup:

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis.

2 Tujuan tindakan medis yang dilakukan.

3. Alternatif tindakan lain dan risikonya.

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
5 Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Ayat (4) mengatur persetujuan dimaksud pada ayat (2) bisa diberikan baik
secara lisan atau tertulis; ayat (5) menyatakan bahwa setiap tindakan medis atau
kedokteran gigi yang berisiko tinggi harus mendaptkan persetujuan tertulis yang
ditandatangani oleh pihak yang berwenang memberikan persetujuan.

Persetujuan untuk melakukan tindakan medis memiliki peran yang
penting dalam praktik dokter gigi terhadap pasien. Namun, Pada kenyataannya
masih terjadi permasalahan hukum terkait tindakan medis oleh dokter gigi dalam
pelayanan kesehatan, seperti tidak adanya persetujuan untuk tindakan medis dan
kesalahan rekam medis, yang dilakukan oleh drg. Dini Indrayuni terhadap
pasiennya yang bernama Amelia Desranti.

Masalah dimulai ketika pasien menjalani pemasangan gigi palsu melalui
bedah gusi di klinik pribadi drg. Dinni Indrayuni. Total tindakan bedah dilakukan
dua kali dari awal proses pemasangan gigi palsu hingga operasi terakhir, padahal
seharusnya cukup dilakukan sekali. Setelah prosedur bedah gusi ini, pasien
mengalami sakit dan trauma, tetapi dokter gigi tersebut mengesampingkan
kekhawatiran tersebut. Selama proses perawatan kesehatan gigi dan mulut, dokter
gigi tidak memberikan persetujuan tertulis untuk tindakan medis kepada pasien
atau keluarganya. Tindakan kedokteran ini merugikan kepentingan pasien.

Ketidakseimbangan kedudukan dokter dan pasien menjadi masalah utama.
Secara umum, pasien kebanyakan tidak memahami kondisi penyakit yang mereka
alami sehingga mengandalkan dokter sepenuhnya untuk menyembuhkan mereka.

Pasien juga diharapkan untuk mematuhi semua nasihat dan saran yang
diberikan oleh dokter, bahkan cenderung pasrah bersedia menerima keputusan
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dokter gigi. Ketidakseimbangan tersebut bisa menyebabkan penyalahgunaan
kekuasaan atau kewenangan oleh pihak yang memiliki kekuatan atau posisi yang
lebih tinggi (superior).

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengevaluasi
efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penulis melakukan penelitian terhadap

“persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik pada klinik dokter gigi di

kota Pekanbaru” Penelitian ini deskriptif, dimaksudkan untuk mengumpulkan data

secara detail tentang objek penelitian sesuai dengan kondisi lapangan saat
penelitian dilakukan, serta menggambarkan dengan lengkap dan terperinci.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber
pertama dan hasil observasi langsung oleh peneliti di lapangan. Data ini
dikumpulkan wawancara langsung dengan dokter gigi, perawat, dan pasien
dan menggunakan kuesioner pada pasien.

2. Data sekunder terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK), Permenkes Nomor 290 Tahun 2008
tentang Persetujuan Tindakan Medik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
atau analisi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-
Undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, berupa referensi yang mendukung data primer dan
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan-bahan
non hukum lainnya yang relevan untuk memperbanyak dan menjelaskan hasil
penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan pernyataan yang
relevan dengan masalah penelitian. Kuesioner ini berisi serangkaian pernyataan
dan pertanyaan tentang suatu topik atau bidang tertentu. Wawancara dilakukan
dengan beberapa individu yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Drg. Dinni

Indrayuni dokter di Drayuni Dental Klinik, Salshabila Amd.A.K perawat, Drg.

Monique M dokter di Monique Dental Care, Melda perawat, Drg. Sisilia Vino

Roza dokter di Klinik SatBrimob, Febrika SR Amd.Kep perawat, Amelia Desranti

pasien di Drayuni Dental Klinik, Aftah pasien di Monique Dental Care. Selain itu,

penelitian ini juga mengandalkan kajian kepustakaan sebagai sumber data lainnya.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara diolah dan
disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, yang menghubungkan fakta-
fakta dengan berbagai Peraturan yang berlaku. Data ini bersifat kualitatif.

Penjelasan dalam bentuk uraian menggambarkan hubungan antara teori yang ada

dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam mengambil kesimpulan,
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penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang berarti kesimpulan ditarik dari
prinsip atau dalil umum menjadi pernyataan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Persetujuan Tindakan Medis Dalam Perjanjian Terapeutik
1. Diagnosa dan Penjelasan Awal

Hubungan antara dokter sebagai professional medis dan pasien dibentuk
melalui perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua
belah pihak. Oleh karena itu, informasi dan penjelasan awal dari dokter gigi
sangat penting agar pasien memahami kondisi penyakit yang sedang dialaminya.
Dalam Pasal 52 UUK mengatur hak dan kewajiban pasien dalam menerima
pelayanan di praktek kedokteran, yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pihak
yang memberikan pelayananan tersebut.

“Pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif
tentang tindakan medis, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3),
mengonsultasikan dokter atau dokter gigi lain, menerima pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhan medisnya, menolak tindakan medis, dan memperoleh akses ke
isi rekam medis.”

Dengan demikian, dokter akan berusahan menyembuhkan pasiennya
dengan melakukan tindakan kedokteran sesuai dengan standar profesi yang
dianutnya. Di Kklinik gigi Pekanbaru sesudah informasi diagnosa penyakit pasien
dilakukan oleh perawat, padahal itu kewajiban dokter untuk menyampaikan
informasi. Faktanya, perkembangan profesi perawat masih lebih lambat
dibandingkan dengan perkembangan profesi kedokteran.

Tabel 1
Responden/Pasien Apakah SaudaranMendapatkan Informasi atau
Penjelasan Secara Lengkap Tentang Risiko Dan Manfaat Perawatan Yang
Akan Dilakukan

Menjawab Hasil Persentase%
Ya, informasi lengkap 6 15%
Sebagian informasi 12 31%
Tidak banyak informasi 15 37%
Tidak ada informasi 7 17%
jumlah 40 100%
Sumber: Kuesioner kepada pasien di klinik dokter gigi Kota Pekanbaru
2024.

Berdasarkan dari tabel ketiga diatas bahwa menunjukkan pasien yang
mendapatkan informasi lengkap setengah pasien di klinik gigi yaitu 15% dengan 6
orang pasien menjawab, pasien yang mendapatkan sebagian informasi 31%
dengan 12 orang yang menjawab, pasien yang tidak banyak informasi yang
disampaikan oleh dokter gigi sebanyak 37% dengan 15 oang yang menjawab dan
17% yaitu 7 orang pasien menjawab tidak mendapatkan informasi atau penjelasan
terkait risiko dan perawatan yang akan dilakukan. Sehingga penulis
menyimpulkan bahwa pasien yang datang keklinik dokter gigi hanya melakukan
apa yang telah di sarankan oleh dokter gigi kepadanya.
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Wawancara peneliti lakukan dengan pasien afta, peneliti bertanya tentang
apakah dokter gigi menjelaskan secara rinci sebelum perawatan gigi dilakukan?
Pasien menjawab bahwa tidak, Cuma diperiksa bagian gigi yang sakit dan dokter
menyarakan tindakan yang menurut dia benar, bagian yang lain seperti risiko
tindakan tidak ada jelaskan.

Sebelum dokter gigi mengadakan perjanjian dengan pasien, dokter harus
terlebih dahulu menjelaskan tentang kondisi penyakit yang dialami oleh pasien.
Penjelasan dari dokter membantu pasien memahami penyakit dan prosedur yang
akan dilakukan. Pasien kemudian dapat membuat keputusan tentang tindakan
tersebut dengan mempertimbangkan pemahaman yang mereka miliki. Dalam
tahap persiapan sebelum perjanjian dibuat dan hingga penyelesaian perjanjian,
prinsip itikad baik sebaiknya dijaga.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan menjadi sah:

a) Persetujuan harus diberikan secara sukarela;

b) Persetujuan harus diberikan oleh yang berwenang dalam hukum;

c) Persetujuan harus diberitahukan;

d) Persetujuan harus dipahami oleh pihak yang memberikan persetujuan.

Dengan demikian, melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari
pasien atau keluarganya merupakan pelanggaran hukum karena dokter yang
bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk meminta persetujuan terlebih
dahulu sebelum melakukan tindakan medis tersebut.

2. Persetujuan Tindakan Medis

Kesepakatan dalam perjanjian tindakan medis adalah hak bagi pasien
untuk memberikan izin atas suatu tindakan medis. Secara hukum, persetujuan
untuk tindakan medis merupakan kehendak dari pasien, selain itu, pasien memiliki
hak untuk mencabut persetujuannya kapan saja sebelum tindakan medis
dilakukan.

Pasien yang datang ke klinik Monique Dental Care hanya mengisi
keterangan biodata saja. Pasien tidak memiliki pengetahuan terkait dengan
persetujuan tindakan medis. Keadaan ini terlihat tidak adanya pemberitahuan
informasi oleh klinik gigi kepada pasien dalam menunjang pelayanan persetujuan
tindakan medis pada klinik gigi tersebut. Persetujuan tindakan medis adalah suatu
kewajiban karena berkaitan dengan informasi rinci tentang kondisi pasien dan
semua langkah yang dilakukan oleh tenaga medis dan dokter gigi untuk
kepentingan pasien tersebut.

Ketidaklengkapan dalam komponen pelaporan disebabkan oleh kurangnya
perhatian dalam pengisian bagian penting laporan oleh dokter atau perawat.
Merujuk pada UUK penjelasan persetujuan tindakan medis setidaknya minimal
harus mencakup diagnosis dan prosedur medis yang akan dilakukan, tujuan
tindakan medis tersebut, opsi alternatif dan potensi risikonya, kemungkinan risiko
dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta perkiraan hasil dari tindakan yang
dilakukan.

Tabel 2
Responden/Pasien Terhadap Sebelum Menjalani Perawatan Gigi Di Klinik
Dokter Gigi Apakah Selalu di Berikan Formulir Informed Consent Untuk Di
Tandatangani
| Menjawab | Hasil | Persentase% |
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Jarang 8 9,5%
Tidak pernah 32 90,5%
Jumlah 40 100%
Sumber: Kuesioner kepada pasien di klinik dokter gigi Kota Pekanbaru
2024.

Berdasarkan table yang pertama di atas dengan jumlah 40 orang
responden/pasien, atau 40 kuesioner yang penulis sebar kepada 40 orang pasien
dan keluarganya dapat diketahui bahwa sebanyak 9,5% yaitu 8 orang pasien
jarang diberikan informed consent, dan 90,5% yaitu 32 orang pasien tidak pernah
diberikan informed consent untuk ditandatangani sebelum melakukan perawatan
gigi. Maka dari itu data tersebut terbukti bahwa penyampaian informed consent
belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana penjelasan sebaiknya
disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti karena
penjelasan tersebut merupakan dasar bagi pasien untuk memberikan persetujuan.

Masih ditemukan pasien yang datang ke klinik gigi tidak diberikan
persetujuan tindakan medis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan medis.
Artinya, fungsi persetujuan tindakan medis tidak dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang ada. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidaksesuaian fungsi
dan peran persetujuan tindakan medis dengan SOP yang berlaku. Komunikasi
yang efektif antara tenaga medis dalam merawat pasien memerlukan adanya
persetujuan yang sesuai untuk setiap tindakan medis yang dilakukan.

Menurut Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UUK, Dokter gigi wajib
memberikan penjelasan yang jelas dan jujur mengenai informasi lengkap
mengenai pasien, termasuk diagnose, prosedur medis yang direncanakan, tujuan
dari prosedur tersebut, pilihan alternative lain beserta risikonya, kemungkinan
risiko dan komplikasi yang dapat terjadi, serta perkiraan hasil dari tindakan yang
dilakukan.

Pasal 2 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 mengenai Persetujuan
Tindakan Kedokteran menegaskan bahwa semua tindakan medis oleh dokter
harus didahului dengan persetujuan dari pasien setelah pasien diberikan
penjelasan yang sesuai mengenai tindakan tersebut. Namun, di Kota Pekanbaru,
terdapat ketidaksesuaian dalam hal informasi dan pelaksanaan tindakan medis
dibeberapa Kklinik gigi seperti Drayuni Dental Clinic, Monique Dental Care, Klinik
Pratama SatBrimob dalam pemberian informasi seperti tindakan kedokteran dan
pengisian form persetujuan tindakan medis.

Sering terjadi dokter gigi hanya melakukan tindakan sesuai dengan apa
yang menurut benar, informasi yang disampaikan secara tergesa-gesa dengan
maka persetujuan tindakan medis tidak sah, meskipun pasien telah
menandatangani persetujuan tersebut. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi
maka tanda persetujuan yang dihasilkan tidak valid.

B. Akibat Hukum Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien
1. Pasien Dirugikan dan Dapat Mengajukan Tuntutan Secara Hukum

Hukum umum di berbagai Negara menyatakan bahwa konsekuensi dari
tidak adanya persetujuan terhadap tindakan medis setara dengan kelalaian atau
kecerobohan dalam kasus-kasus sebagai berikut:

a. Meskipun pasien sebelumnya menyatakan tidak menyetujui tindakan dokter,
dokter tetap melaksanakan tindakan.
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b. Dokter dengan sengaja melakukan tindakan medis yang menyesatkan
mengenai risiko dan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya.

c. Dokter dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai risiko dan
konsekuensi dari tindakan medis yang diambilnya.

d. Persetujuan tindakan medis tidak diberikan untuk prosedur medis yang secara
substansial berbeda dengan yang dilakukan oleh dokter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Drg. Dinni Indrayuni Drayuni
Dental Clinic, Bagaimana dokter gigi menangani kasus dimana pasien mengalami
situasi perawatan gigi tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya dan
menimbulkan risiko? Ibu Dinni Indrayuni, sebagai dokter gigi, menyatakan bahwa
sejak klinik berdiri, formulir yang diberikan kepada pasien berupa catatan medis
yang mencakup informasi biodata pasien dan urutan prosedur medis yang
dilakukan. Masalah umum yang sering muncul terkait dengan keluhan pasien
selama proses seperti pencabutan gigi, dokter atau perawat selalu meyarankan
agar pasien rileks dan jangan tegang yang bisa mengakibatkan kerja dokter kurang
efektif, yang bisa mengakibatkan kerja dokter kurang efektif, yang bisa
menyebabkan tindakan yang diambil lama dan pasien merasakan sakit walaupun
sudah dibius. Terkait bedah gusi itu kesalahan rekam medis dimana menurut
beliau tertera hanya sekali melakukan belah gusi, mungkin karena beliau tidak
ingat untuk mencatat riwayat pemeriksaan sebelumnya, dan juga beliau sangat
disayangkan terjadi hal seperti itu karena beliau selalu mencegah segala hal yang
dapat berpotensi merugikan pasien.

Seorang dokter gigi tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran
yang sah, maka dampaknya adalah bahwa dokter gigi tersebut akan dapat
mengalami masalah, dari segi hukum perdata untuk mengajukan tuntutan atau
klaim ganti rugi terhadap dokter, maka pasien harus dapat menunjukkan bahwa
dia tidak diperingatkan sebelumnya mengenai hasil akhir tertentu dari tindakan
dimaksud, padahal apabalia dia telah diperingatkan sebelumnya maka dia tentu
tidak akan mau menjalaninya, atau menunjukkan bahwa dokter telah melakukan
tindakan tanpa persetujuan (perbuatan melanggar hukum). Informasi tidak jelas
yang dimaksud pasien tidak tahu apakah informasi yang dijelaskan oleh tenaga
kesehatan itu sudah seluruhnya sesuai Peraturan yang mengatur atau belum
semuanya.

Menurut Amelia Desranti, selama komunikasi berlangsung, pasien hanya
mendapat informasi tentang penyakit diderita dan tindakan harus dilaksanakan.
Selebihnya pasien tidak mendapatkan informasi seperti tujuan tindakan
kedokteran, alternatif, risiko, perkiraan pembiayaan dan bahkan tidak ada
penjelasan mengenai pengisian blangko persetujuan tindakan medis oleh dokter
atau tenaga kesehatan yang merupakan hak asasi dari pasien itu sendiri. Pasien
melakukan penambalan dua gigi depannya, sebelum melakukan penambalan gigi
pasien terlebih dahulu di bor barulah dilakukan penambalan pada gigi, setelah satu
minggu pasien mendatangi lagi ke klinik Drayuni Dental Clinic untuk dilakukan
pemeriksaan kembali dikarenakan setelah melakukan penambalan gigi pasien
mengalami rasa ngilu pada gigi nya, dokter gigi membongkar ulang dan
melakukan penambalan sekali lagi.

2. Sanksi bagi Dokter Yang Melakukan Kegiatan Praktik Jasa Gigi
Tanpa Persetujuan
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Adanya sanksi bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan Negara
tercantum dalam aturan hukum. Sanksi berfungsi sebagai alat untuk memaksa
atau menjamin agar setiap orang mematuhi norma hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang disiplin profesi.
Undang-Undang membentuk MKDKI yang bertanggungjawab untuk menerima
pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan mengambil keputusan terkait kasus
pelanggaran disiplin dokter. MKDKI dapat memberikan saksi berupa peringatan
tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Izin Registrasi (STR) dan/atau Surat lIzin
Praktik (SIP), serta berkewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus
yang diperlukan.

Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien termasuk dalam ranah
hukum perdata, diatur Pasal 1601 KUHPerdata perjanjian pemberian jasa yang
berdasarkan prinsip saling. Dokter atau tenaga medis perlu memperoleh
persetujuan untuk melakukan tindakan medis, terutama dalam kasus yang
melibatkan risiko. Persetujuan tertulis dari pasien sebelum tindakan medis
dilakukan penting untuk menjadi bagian dari catatan rekam medis (medical
record). Apabila tidak terpenuhi persyaratan persetujuan untuk tindakan medis,
klinik akan bertanggung jawab dan dokter yang terlibat dapat dikenakan sanksi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Permenkes No. 290 Tahun 2008,
dokter yang melakukan tindakan medis tanpa mendapatkan persetujuan tindakan
medis dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga
pencabutan SIP.

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu bertanggung
jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, termasuk kelalaian dan
kecerbohannya.

Selain itu, mengenai ganti rugi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan juga mengatur dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa setiap individu
memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari seseorang, tenaga kesehatan, atau
penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik
Kedokteran, Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang
mengetahui atau merasa dirugikan akibat tindakan dokter gigi dalam menjalankan
praktik kedokteran dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 290 Tahun 2009 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran menegaskan prinsip bahwa setiap persetujuan untuk
tindakan medis, baik secara lisan maupun tertulis, harus dipenuhi. Hal ini
mencerminkan bahwa implementasi hukum yang tertuang dalam buku (law in the
book) dan penerapannya dalam praktik (law in action) berjalan secara sejalan
dengan baik, terutama dalam konteks persetujuan tindakan medis. Kehadiran
hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan perlakuan antara hak individu dan
kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum harus konsisten dan adil agar dapat
berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya.

KESIMPULAN
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1. Persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik adalah hak bagi pasien
untuk memberikan izin atas suatu tindakan medis. Secara hukum, persetujuan
untuk tindakan medis merupakan kehendak dari pasien, selain itu, pasien
memiliki hak untuk mencabut persetujuannya kapan saja sebelum tindakan
medis dilakukan. Masih ditemukan pasien yang datang ke Kklinik gigi tidak
diberikan persetujuan tindakan medis terlebih dahulu sebelum dilakukan
tindakan medis. Artinya, fungsi persetujuan tindakan medis tidak dilaksanakan
sesuai dengan aturan yang ada. Permasalahan tersebut berdampak pada
ketidaksesuaian fungsi dan peran persetujuan tindakan medis dengan SOP yang
berlaku. Namun, di Kota Pekanbaru, terdapat ketidaksesuaian dalam hal
informasi dan pelaksanaan tindakan medis dibeberapa klinik gigi seperti
Drayuni Dental Clinic, Monique Dental Care, Klinik Pratama SatBrimob dalam
pemberian informasi seperti tindakan kedokteran dan pengisian form
persetujuan tindakan medis.

2. Akibat hukum tindakan medis tanpa persetujuan pasien pada klinik dokter gigi
di Pekanbaru adalah pertama, pasien dirugikan dan dapat mengajukan tuntutan
secara hukum. Kedua, sanksi bagi dokter yang melakukan kegiatan praktik jasa
gigi tanpa persetujuan.
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